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KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis
(Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 - 2029
dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas
dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali selama lima tahun ke
depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 -
2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029,
untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik
Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasyarakatan diharapkan
selalu untuk berkomitmen bekerja secara profesional, responsif, integritas, modern, dan
akuntabel (PRIMA). Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja
serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Diharapkan Renstra ini dapat
menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, serta berkontribusi nyata dalam mendukung
pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan,
perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Om Shanti
Shanti Shanti Om.

Denpasar, 15 Desember 2025
epala Kantor Wilayah
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PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dokumen ini memiliki fungsi esensial sebagai acuan dan kerangka kerja dalam penetapan
kebijakan jangka menengah di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali. Secara substantif, Renstra ini menegaskan peran strategis
pemasyarakatan dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Presiden serta Wakil
Presiden untuk periode pemerintahan 2025-2029. Penyusunan Renstra Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025-2029 didasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Lebih lanjut, penyusunan Renstra Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali turut memperhitungkan berbagai dinamika
dan kondisi yang berpotensi memengaruhi sistem peradilan pidana di Provinsi Bali. Dengan
demikian, perumusan pilihan kebijakan dan strategi dalam Renstra Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Bali diharapkan dapat merespons secara komprehensif seluruh
tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, khususnya pada aspek penegakan
hukum di bidang perlakuan terhadap warga binaan di Provinsi Bali.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali menghadapi tantangan-
tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi
besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni
pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya
solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak
kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Selain
itu, overcrowded atau kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan
negara yang didominasi kasus narkotika juga menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi
kesehatan, keselamatan, hingga efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Tingginya
kepadatan penghuni ini semakin menekankan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan
yang lebih manusiawi, modern, dan efisien.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berkomitmen untuk
memperkuat penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem
pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan. Restorative justice menitikberatkan
pada penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita
oleh korban, perbaikan hubungan sosial yang rusak, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban,
serta masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah sistem pemasyarakatan yang
semula berfokus pada penghukuman menjadi sebuah sistem yang menitikberatkan pada
rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanusiaan. Selain hal tersebut, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali selalu mengupayakan peningkatan kualitas layanan
agar sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup
pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang
memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan
pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan.

Melihat kompleksitas tantangan dan peluang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis
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yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya
continuous improvement. Penyusunan perencanaan strategis ini berlandaskan pada
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang menjadi
panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat
pemasyarakatan berbasis HAM, meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, dan
mendukung penerapan restorative justice secara berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan
menjadi pedoman yang strategis bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Bali dalam melaksanakan reformasi pemasyarakatan.

1.1 KONDISI UMUM

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali (Kantor Wilayah Ditjen
PAS Bali) merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
yang tergabung kedalam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik
Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan sistem
pemasyarakatan di Provinsi Bali. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Bali bertanggung jawab atas segala proses pembinaan, perawatan, serta pengawasan
terhadap narapidana, tahanan, dan klien pemasyarakatan, guna mewujudkan
reintegrasi sosial yang bermartabat dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh satuan
kerja pemasyarakatan.

Secara kelembagaan, Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Bali membawabhi
berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Provinsi Bali, yang terdiri dari
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setiap UPT
memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga
binaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

1.1.1 Konsisi Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terletak di Jalan Ratna
Nomor 19, Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar memiliki tugas
pokok dan fungsi sebagai koordinator dan pengawas atas segala Perumusan dan
Pelaksanaan Kebijakan yang meliputi penyusunan rencana strategis dan teknis di
bidang Pemasyarakatan di tingkat wilayah, Pengawasan dan Pengendalian dengan
cara melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
seluruh UPT Pemasyarakatan, Melakukan Pembinaan dan Pengembangan dengan
memberikan bimbingan teknis serta pengembangan SDM dan kelembagaan
Pemasyarakatan, Menjalankan Pelayanan Administrasi dengan melaksanakan tata
usaha, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah dan
UPT di bawahnya.
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Berdasarkan Gambar 1.1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Bali dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang merupakan jabatan tertinggi pada tingkat

provinsi. Kepala Kantor Wilayah memegang otoritas penuh dan bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan
strategis di tingkat wilayah, mengkoordinasikan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT),
menjamin kepatuhan terhadap regulasi pusat. Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan yaitu melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, antara

lain:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali;

2. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan
pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan
narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan
kesehatan, pengamaan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi
informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;

3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang
pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan,
pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamatan, dan intelijen
pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta
kepatuhan internal,

4. Pengoordinasian perencanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
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5. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya; dan

6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyakatan Bali.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyakatan Bali dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian Tatausaha dan Umum
dan 2 (dua) Kepala Bidang yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan
dan Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan.

Kepala Bagian Tatausaha dan Umum memiliki tugas melaksanakan penyusunan
dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana,
administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama,
kprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan teknologi informasi,
pengelolaan keunagan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan
administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga
di lingkungan Kantor Wiayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di
bawahnya. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di
lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

2. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko,
dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan
kesejahteraan sumber daya manusia;

4. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi
dan pelaporan;

5. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan
data, dan komunikasi publik;

6. Pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik
negara/kekayaan negara; dan

7. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan,
kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan
mengordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaran pembinaan, monitoring, pengawasan,
dan pengendaliaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta
pembinaan narapidana dan anak binaan. Kepala Bidang pelayanan dan Pembinaan
menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di
bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan
kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi
pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian,
kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan
tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan
internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya;

2. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan
dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak,
layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan
hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan
kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi,
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integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan, serta perawatan,
pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan

. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi enyelenggaraan monitoring,

analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang
administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian,
pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan
narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan
kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim
pengamat pemasyarakatan, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal
di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi

melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan,
monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan
kemasyarakatan. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1.

Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di
bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien
pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien
pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan
dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan
kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien
pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja
di bawahnya; dan
Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring,
analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang
administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan,
pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di
lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali saat ini memiliki 13 (tiga

belas) satuan kerja yang tersebar di seluruh daerah di Bali, yang disebut sebagai Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Satuan kerja pemasyarakatan ini meliputi
Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS), serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

6
4
2
1 .

LAPAS RUTAN LPKA BAPAS

Gambar 1.2 Jumlah Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
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Berdasarkan Gambar 1.2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Bali memiliki satuan kerja LAPAS sebanyak 6 (enam) UPT, RUTAN sebanyak 4 (empat)
UPT, LPKA sebanyak 1 (satu) UPT yang berada di Kabupaten Karangasem, dan BAPAS
sebanyak 2 (dua) UPT yang terletak di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten
Karangasem. Keberadaan satuan kerja yang beragam ini bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dalam
memberikan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan,
pengamanan dan pengamatan bagi narapidana, anak binaan, tahanan, anak, klien serta
masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 1.1 Klasifikasi Satuan Kerja Pemasyarakatan
No Jenis Satuan Kerja Jumlah
Lapas Kelas IIA 1

Lapas Kelas IIA Perempuan

Lapas Kelas IIA Narkotika

Lapas Kelas IIB
Rutan Kelas |IB
LPKA Kelas I
Bapas Kelas |

0N~ WIN |-
Al laldMN WA~

Bapas Kelas Il

Berdasarkan Tabel 1.1 klasifikasi satuan kerja dengan jumlah terbanyak adalah
Rutan Kelas IIB dengan jumlah 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis dan Lapas Kelas 1I1B
dengan jumlah 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis, sedangkan klasifikasi lainnya masing-
masing terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis.

< > & Q@
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Gambar 1.3 Jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali Per Juni 2025
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Jumlah sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali per Juni tahun 2025 sebanyak 1.067 orang yang tersebar pada
13 (tiga belas) satuan kerja dan 1 (satu) kantor wilayah. Jumlah sumber daya manusia
terbanyak terdapat pada satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Kerobokan
sebanyak 142 orang dan sumber daya manusia paling sedikit terdapat pada satuan
kerja Balai Pemasyarakatan Kelas Il Karangasem dengan 27 orang.

4368
4166
3742 3939
] I I I I
2020 2021 2022 2023 2024

B Total Penghuni Tahun 2025-2029

Gambar 1.4 Total Penghuni Tahun 2025-2029

Berdarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang berpola dalam
lima tahun terakhir, terutama kenaikan signifikan jumlah warga binaan sebesar +463
pada tahun 2021 dan . Hal-hal tersebut terjadi akibat dari kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan dalam rentan waktu 2020-2024, hal tersebut didukung oleh jumlah
narapidana yang masuk tiap tahunnya tidak mengalami penurunan.

3329
3025
2821 2841
2506
1279
1102 1102 1102 1102
2020 2021 2022 2023 2024

B Total Penghuni Lapas  ® Kapasitas

Gambar 1.5 Total Penghuni dan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2020-2024

Pada Gambar 1.5 terlihat bahwa kapasitas hunian setiap tahunnya tidak mampu
mengakomodasi jumlah penghuni yang terus bertambah secara signifikan. Selisih
antara kapasitas yang tersedia dan jumlah penghuni menunjukkan ketimpangan yang
semakin besar dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat peningkatan kapasitas pada
tahun 2024, jumlah penghuni terus meningkat dengan laju yang lebih cepat. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kapasitas yang disediakan masih jauh dari cukup untuk memenuhi
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kebutuhan, sehingga masalah kelebihan kapasitas terus berlangsung. Situasi ini

menggambarkan perlunya langkah strategis dan kebijakan yang lebih efektif untuk

mengatasi tantangan dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan.

881
817
740
641
566
I 280 I 280 280 280 280

2020 2021 2022 2023 2024

M Total Penghuni Rutan M Kapasitas

Gambar 1.6 Total Penghuni dan Kapasitas Rumah Tahanan Negara Tahun 2020-2024

Pada Gambar 1.6 menunjukkan bahwa jumlah penghuni Rutan secara konsisten
melampaui kapasitas yang tersedia, dan pada tahun 2024 jumlah penghuni rutan
mengalami penurunan sebesar +141 orang. Kondisi overkapasitas ini mengindikasikan
perlunya perhatian lebih untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penghuni dan
kapasitas yang tersedia.

261
228 235 222
188
I 120 120 120 120 120

2020 2021 2022 2023 2024

H Jumlah Penghuni LPP  m Kapasitas

Gambar 1.7 Total Penghuni dan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tahun
2020-2024

Gambar 1.7 memperlihatkan perbandingan antara jumlah penghuni Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan (LPP) dan kapasitasnya selama 5 tahun terakhir. Situasi
dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah kelebihan kapasitas juga dialami
oleh LPP, meskipun skalanya relatif lebih kecil dibandingkan Lapas dan Rutan. Kondisi
ini tetap membutuhkan perhatian karena potensi dampaknya terhadap kualitas
pembinaan dan kehidupan para penghuni. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan
strategi peningkatan kapasitas yang lebih terarah, diiringi dengan pendekatan
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rehabilitasi dan program pembinaan yang efektif guna mengurangi tekanan terhadap

fasilitas yang ada.

52
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B Jumlah Penghuni LPKA  m Kapasitas

Gambar 1.8 Total Penghuni dan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tahun
2020-2024

Gambar 1.8 menunjukkan bahwa ada perbandingan antara jumlah penghuni
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kapasitasnya selama 5 tahun terakhir.
Pada tahun 2020, kapasitas LPKA secara signifikan lebih besar dibandingkan jumlah
penghuni. Namun, jumlah penghuni menunjukkan tren peningkatan secara drastis pada
tahun 2021 sebesar 33 orang dan mengalami posisi stabil pada tahun 2024-2024
dengan jumlah penghuni 38 orang.

Berdasarkan gambar jumlah total penghuni di berbagai satuan kerja
Pemasyarakatan (Lapas, LPKA, Rutan) secara keseluruhan melebihi kapasitas yang
tersedia, ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas ini menjadi
permasalahan serius yang memerlukan penanganan segera karena dapat berdampak
negatif pada berbagai aspek, seperti kualitas pelayanan, kondisi kesehatan, serta
tingkat keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu,
perlu adanya upaya strategis untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas ini
agar pengelolaan lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai
dengan tujuan rehabilitasi serta pembinaan.

- 3841 4016
3422
2979
I 300 I 320 323 325 352
___ [ [ | ___ ___
2020 2021 2022 2023 2024

M Laki-laki ®Perempuan

Gambar 1.9 Kejahatan Berdasarkan Gender Tahun 2020-2024
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Berdasarkan Gambar 1.9, populasi tahanan dan narapidana didominasi oleh laki-
laki yang mencakup 92% dari total populasi, sementara perempuan hanya mencapai
8%. Angka ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana yang ditahan di Lapas/Rutan
sebagian besar adalah laki-laki Implikasinya, program pembinaan dan fasilitas yang
disediakan dapat lebih diarahkan pada kebutuhan laki-laki, dengan tetap menyediakan
fasilitas khusus bagi tahanan perempuan sesuai dengan kebutuhannya.
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Gambar 1.10 Grafik Kejahatan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1.10 terlihat adanya perubahan tren jenis kejahatan dari
tahun ke tahun. Dua jenis kejahatan yang paling dominan adalah narkotika. Sepanjang
periode 2020 hingga 2024, kejahatan narkotika menunjukkan kenaikan yang signifikan,
terutama pada tahun 2024. Di sisi lain, kejahatan lainnya, di luar korupsi dan narkotika,
mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, kejahatan
korupsi menunjukkan kenaikan pada tahun 2021 - 2022, sedangkan di tahun-tahun
selanjutnya mengalami penurunan.

Tabel 1.2 Jumlah Klien Anak, Dewasa,
Pemasyarakatan

dan Litmas Pada Satuan Kerja Balai

Jumlah
2020 2021 2022 2023
Anak 62 49 82 57 58
Dewasa 150 168 175 395 705
Litmas 1875 2550 3823 2887 2688

Berdasarkan Tabel 1.2 Jumlah Klien pada Balai Pemasyarakatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali didominasi oleh Klien Dewasa. Jumlah klien
anak mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024, jumlah klien anak tertinggi tedapat
pada tahun 2022 dengan 82 orang klien dan jumlah klien anak terendah pada tahun
2021 dengan 49 orang klien. Jumlah klien dewasa terendah pada 2 (dua) Balai
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Pemasyarakatan adalah 150 klien pada tahun 2020 dan selalu mengalami kenaikan
hingga mencapai 705 klien dewasa pada tahun 2024.

1.1.2 Aspirasi Masyarakat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali memiliki peran strategis
dalam memastikan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan berjalan dengan aman,
tertib, dan manusiawi di seluruh lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan yang
berada di wilayahnya. Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan ini tentu sangat
berhubungan dengan layanan publik. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik
pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali yang lebih cepat, jelas,
dan transparan, khususnya terkait prosedur, persyaratan, serta kepastian waktu
layanan. Pengguna layanan juga menyampaikan kebutuhan akan peningkatan kualitas
komunikasi, baik melalui layanan tatap muka maupun kanal informasi digital. Selain itu,
masyarakat berharap pelayanan diberikan secara profesional, ramah, dan non-
diskriminatif, serta didukung oleh ketersediaan informasi yang akurat
dan mudah diakses.

Kritik lain yang kerap muncul adalah mengenai keterbatasan sumber daya, baik
dalam hal jumlah petugas maupun sarana pendukung operasional. Dalam beberapa
kondisi, hal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pengawasan serta
pelayanan administratif kepada masyarakat. Dari sisi internal, perlu penguatan
kompetensi dan integritas petugas secara berkelanjutan. Tantangan di lingkungan
pemasyarakatan sangat kompleks, sehingga pelatihan yang berfokus pada etika
profesi, manajemen risiko, komunikasi interpersonal, serta pengendalian konflik sangat
penting untuk terus ditingkatkan. Tidak hanya itu, sinergi dengan berbagai instansi,
lembaga masyarakat, dan pemerintah daerah juga perlu diperluas untuk mendukung
program pembinaan warga binaan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Sebagai saran, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dapat
mempertimbangkan untuk:

1. Mengoptimalkan digitalisasi layanan, terutama pada sistem informasi publik, layanan
administrasi, dan pengaduan berbasis online.

2. Meningkatkan kapasitas dan jumlah petugas, khususnya di unit-unit yang menangani
tugas pengawasan langsung.

3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui publikasi rutin capaian
kinerja dan evaluasi layanan.

4. Mengembangkan program pembinaan yang lebih kreatif, bekerja sama dengan dunia
usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk mendukung reintegrasi sosial
warga binaan.

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, termasuk fasilitas keamanan dan
tempat pelayanan publik, agar lebih nyaman dan mendukung kinerja pegawai.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali dapat semakin memperkuat perannya dalam menciptakan sistem
pemasyarakatan yang profesional, humanis, serta berorientasi pada pelayanan publik
yang bersih dan berkualitas.

1.1.3 Capaian Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
Berikut adalah capaian Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakartan Bali tahun 2020-2024:
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Sasaran

Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan dan
Perlakuan Pelanggar

Indikator Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan
Pemasyarakatan di wilayah

2020 2021

Target Realiasasi Capaian Target Realiasasi

Hukum yang

Berkualitas di wilayah

Terlaksananya Prosentase UPT
supervisi Pemasyarakatan yang di

Pelaksanaan Tugas
Pemasyarakatan di
wilayah

supervisi dalam pelaksanaan
tugas pemasyarakatan di
wilayah sesuai standar

Terwujudnya
Produktivitas
Narapidana Menuju
Manusia Mandiri
yang Berdaya Guna

Persentase Narapidana yang
mengikuti pelatihan dan
bersertifikat

Terwujudnya Mantan
Narapidana/Anak
yang Taat Hukum

Menurunnya Persentase
Residivis

Persentase Anak yang
melanjutkan Pendidikan

Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemasyarakatan
yang berkualitas di
wilayah

Indeks penyelenggaraan
pemasyarakatan di wilayah

Capaian

Realiasasi

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2020-2024

2022

120,99%

Capaian

2023

Realiasasi

93,60%

2024

Capaian Target Realiasasi | Capaian

114,14%

Meningkatnya
Pelayanan Tahanan
di wilayah sesuai
standar

Persentase menurunnya
tahanan yang overstaying

0,28%

0,40%

98,01% 122,50%

98,58%

109,53%

Persentase Tahanan yang
memperoleh Layanan
Penyuluhan Hukum

100%

142,85%

100% 125%

100%

11,11%

Persentase Tahanan yang
memperoleh Fasilitasi Bantuan
Hukum

64,00%

91,43%

58,20%

72%

57,14%

63,48%

Meningkatnya
Pelayanan
Pembinaan
Kepribadian,
Pelatihan Vokasi,
Pendidikan dan
Penanganan
Narapidana Resiko
Tinggi

Persentase narapidana yang
memperoleh nilai baik dengan
predikat memuaskan pada
instrument penilaian
kepribadian

91,37%

152,28%

91,68% 141,05%

73,93%

105,62%

persentase narapidana yang
mendapatkan hak remisi

100%

105,27%

102,04%

100%

101,01%

persentase narapidana yang
mendapatkan hak integrasi

100%

133,33%

125%

100%

117,65%

persentase narapidana yang
mendapatkan hak Pendidikan

26,00%

34,67%

125%

98,11%

115,42%

Persentase Narapidana resiko
tinggi yang berubah
perilakunya menjadi Sadar,
Patuh dan Dispilin

18,95%

145,70%

660%

NIHIL

NIHIL
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Indikator Kinerja

Persentase narapidana yang
memperoleh Pendidikan dan
pelatihan vokasi bersertifikasi

Target

2020

Realiasasi

Capaian

Target

2021

Realiasasi

Capaian

128%

Target

2022

Realiasasi

17,35%

Capaian

61,98%

Target

2023

Realiasasi

9,31%

Capaian

30,03%

Target

2024

Realiasasi

Capaian

Persentase narapidana yang 62% 100% 161,30% 67% 83,57% 124,73% 72% 84,23% 116,98%
bekerja dan produktif
eningkatnya ersentase benda sitaan dan o o ,67% o o ,85% o ,98% ,97%
Meningkat P tase benda sit: d 60% 100% 166,67 % 70% 100% 142,85% 80% 99,98% 124,97%
Pelayanan barang rampasan yang terjaga
Pengelolaan Basan kualitas dan kuantitasnya
Baran di wilayah Persentase benda sitaan dan 40% 100% 250% 70% 91,87% 153,11% 80% 239,20% 299%
sesuai standar barang rampasan yang
dikeluarkan berdasarkan
putusan yang berkuatan
hukum tetap
eningkatnya ersentase klien usia produkti o ,04% ,61% o ,25% ,51% o ,21% ,35%
Meningkat P tase Kli i duktif 40% 79,04% 197,61% 50% 77,25% 154,51% 60% 87,21% 145,35%
pelayanan yang memperoleh atau
pembimbingan klien melanjutkan pekerjaan di luar
pemasyarakatan dan lembaga
pemenuhan hak Persentase Menurunnya Anak 50% 88,89% 177,78% 60% 84,70% 141,16% 55% 14,03% 684,03%
pendidikan klien anak | yang mendapatkan putusan
pada luar lembaga di pidana penjara
wilayah sesuai Persentase klien Anak yang 25% 51,06% 204,24% 30% 97,87% 326,00% 35% 100% 285,71%
standar terpenuhi hak pendidikannya
Meningkatnya Persentase Anak yang 70% 100% 142,86% 75% 100% 133% 80% 100% 125%
Pemenuhan Hak mengikuti kegiatan Pendidikan
Pendidikan Anak di keterampilan dan bersertifikat
LPKA dan Persentase Anak yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengentasan Anak di memperoleh hak integrasi
wilayah sesuai Persentase Anak yang 70% 100% 142,86% 80% 100% 125% 90% 100% 111,11%
standar memperoleh Hak Pengasuhan
sesuai standar
ersentase anak yang o o y o () () o o N o ()
P t k 70% 100% 142,86% 80% 100% 125% 90% 98,10% 109%
mengikuti pendidikan formal
dan non formal
Meningkatnya Persentase pemulihan kondisi 60% 100% 166,67% 60% 100% 166,67% 80% 100% 125%
Pelayanan keamanan pasca gangguan
Keamanan dan kamtib secara tuntas
Ketertiban di wilayah Persentase pengaduan yang 75% 100% 133,33% 80% NIHIL 0,00% 85% 100% 117,64%
sesuai standar ditindaklanjuti sesuai standar
Persentase gangguan kamtib 60% 100% 166,67% 70% 100% 142,00% 80% 100% 125,00%
yang dapat dicegah
Persentase kepatuhan dan 75% N/A N/A 80% NIHIL 0,00% 85% 100% 117,64%
disiplin terhadap tata tertib
oleh
Tahanan/Narapidana/Anak
pelaku gangguan kamtib
Meningkatnya Persentase pemenuhan 71% 100% 140,85% 75% 100% 133,33% 80% 100% 125%
Pelayanan layanan makanan bagi
Perawatan Tahanan /Narapidana/Anak
Narapidana/Tahanan/ | sesuai dengan standar
Anak, Pengendalian Persentase Tahanan 92% 100% 108,70% 93% 100% 107,50% 94% 100% 106,39%

Penyakit Menular dan

Peningkatan Kualitas

/Narapidana/Anak
mendapatkan layanan
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2020 2021 2022 2023 2024

Sasaran Indikator Kinerja

Target Realiasasi Capaian Target Realiasasi Capaian Target Realiasasi Capaian Target Realiasasi Capaian Target Realiasasi | Capaian
Hidup Narapidana kesehatan (preventif) secara
Peserta Rehabilitasi berkualitas

Narkotika di wilayah Persentase Tahanan dan
Narapidana perempuan (ibu
hamil dan menyusui)
mendapat akses layanan
kesehatan maternal
Persentase
Tahanan/Narapidana/Anak
yang mengalami gangguan
mental dapat tertangani
Persentase
tahanan/narapidana lansia
yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
Persentase
tahanan/narapidana/anak
berkebutuhan khusus
(Disabilitas) yang
mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
Persentase keberhasilan
penanganan penyakit menular
HIV-AIDS (ditekan jumlah
virusnya) dan TB Positif
(berhasil sembuh)

Persentase perubahan
kualitas hidup
pecandu/penyalahgunal/korban
penyalahgunaan narkotika

105,27% 104,16% 103,09%

166,67% 76,08%

133,33% 117,65%

133,33% 117,65%

98,15% 163,58% 92,30% 53,68% 67,10%

434,79% 65,11% 260,00% 370,37%

Terwujudnya Indeks Penegakan Hukum . 110,83%
Penegakan Hukum Pemasyarakatan
Pemasyarakatan
Meningkatnya Meningkatnya Pelaksanaan 100%
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup
Reformasi Birokrasi UPT
di Lingkup UPT Pemasyarakatan
Pemasyarakatan Meningkatnya Pelaksanaan 3,10% 2,92% 94,19%
Reformasi Birokrasi di Lingkup
UPT
Pemasyarakatan
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1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, pemahaman mendalam mengenai potensi
pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam
mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup
berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang
dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang
tersedia. selain itu perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga,
strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.21 Potensi

Beberapa potensi yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Bali antara lain:

1. Kualitas Layanan dan Sumber Daya

a. Penguatan kualitas layanan secara menyeluruh serta berbasis teknologi modern
yang mencakup website resmi, integrasi data pemasyarakatan, digitalisasi
layanan kunjungan pada oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali.

b. Membangun fondasi sumber daya manusia sesuai dengan Core Value PRIMA
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu Profesional, Responsif,
Integritas, Modern, dan Akuntabel.

c. Peningkatan kepercayaan publik melalui kerjasama dengan stakeholder yang
dapat meningkatkan citra lembaga

2. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Kuat

a. Didukung oleh 13 satuan kerja dan 1 Kantor Wilayah di Provinsi Bali dengan 1.067
orang tenaga pemasyarakatan.

b. Sumber daya ini mendukung pelaksanaan program pembinaan dan
pembimbingan kemasyarakatan di Provinsi Bali.

c. Mengoptimalkan tenaga kerja untuk pelayanan keamanan dan pembinaan yang
tepat sasaran.

d. Meningkatkan kualitas layanan, efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
lembaga

e. Meningkatkan keamanan dan peningkatan reputasi Kantor Wilayah

3. Potensi Ekonomi

a. Peluang pengembangan pelatihan keterampilan bagi warga binaan di sektor
makanan, minuman, perkebunan, interior, lukisan, peternakan dan perikanan
yang berpotensi menjadi tempat latihan kerja dan pembekalan keterampilan.

4. Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

a. Kerjasama dengan industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk
pengembangan program pelatihan keterampilan dan pembinaan.

b. Memperluas jaringan dukungan dan sumber daya untuk keberlanjutan program
pemasyarakatan.

5. Pemanfaatan Teknologi Canggih

a. Penggunaan kecerdasan buatan (Al) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan

data dan pemantauan keamanan.

b. Transformasi digital yang memungkinkan penyediaan pelatihan daring,

memperluas aksesibilitas pendidikan dan keterampilan bagi warga binaan.
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1.2.2

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali antara lain:

1. Keterbatasan Tenaga Ahli/ Sumber Daya Manusi yang Berpengalaman

a.

g.

Minimnya tenaga ahli yang berpengalaman dalam menjalankan program
pembinaan yang memerlukan kompetensi tinggi.

Kompetensi pegawai yang tidak seimbang di berbagai unit dan level organisasi
yang berakibat kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas.

Akses untuk meningkatan kompetensi pegawai sangat terbatas.

. Pelatihan untuk meningkatan kompetensi pegawai tidak dilaksanakan secara

berjenjang.

Rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan modern yang mendukung
pemulihan dan reintegrasi.

Sumber Daya Manusia yang minim dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni
pada Lapas dan Rutan.

Kompetensi pegawai dalam memberikan pelatihan kerja kepada warga binaan
sangat minim.

Kurangnya Pembaruan Kebijakan
a.

Kebihajakan yang ada kurang menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang
terjadi di lapangan

3. Infrastruktur dan Sarana Penunjang Terbatas

a.

©®aoo0o

Luas lahan dan bangunan/blok hunian Lapas dan Rutan yang kurang memadai
dengan isi hunian

Sarana pelatihan kerja bagi warga binaan masih sangat terbatas

Kondisi bangunan yang sudah tua/ lama pada beberapa satuan kerja
Transportasi sebagai alat pemindahan tahanan dan narapidana yang terlalu minim
Sarana pendukung hunian dari warga binaan seperti matras, perlengkapan
makan, pelayanan kesehatan dan air bersih masih minim dan terbatas
Kurangnya tempat dan sarana ibadah pada UPT dan Kantor Wilayah

Fasilitas layanan untuk disabilitas dan lansia minim dan tidak memadai
Keterbatasan anggaran dalam pengadaan barang infrastruktur

Sistem Birokrasi yang panjang dalam proses pengadaan infrastruktur dan sarana
penunjang kegiatan

4. Standar Operasional Prosedur Tidak Berjalan

a.

Terdapat ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara standar prosedur yang ada
dengan pelaksanaan di lapangan akibat keterbatasan pemahaman dan sarana
penunjang di beberapa satuan kerja.

RENSTRA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bal




=
g <

wy M

Vy¥w

Yy ¥

-«

bk,

F“‘ '

Tabel 1.4 Potensi dan Permasalahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

POTENSI

PERMASALAHAN

Kualitas Layanan dan Sumber Daya

Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

1

Penguatan kualitas layanan secara menyeluruh
serta berbasis teknologi modern yang mencakup
website resmi, integrasi data pemasyarakatan,
digitalisasi layanan kunjungan pada oleh Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Bali.

1 | Kerjasama dengan industri, lembaga pendidikan,

dan organisasi nirlaba untuk pengembangan

program pelatihan keterampilan dan pembinaan.

Membangun fondasi sumber daya manusia
sesuai dengan Core Value PRIMA Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu Profesional,
Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel.

Peningkatan kepercayaan publik melalui
kerjasama dengan stakeholder yang dapat
meningkatkan citra lembaga

2 | Memperluas jaringan dukungan dan sumber daya

untuk keberlanjutan program pemasyarakatan.

Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang
Kuat

Pemanfaatan Teknologi Canggih

1

Didukung oleh 13 satuan kerja dan 1 Kantor
Wilayah di Provinsi Bali dengan 1.067 orang
tenaga pemasyarakatan.

1 | Penggunaan kecerdasan buatan (Al) untuk
meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan
pemantauan keamanan.

2 | Sumber daya ini mendukung pelaksanaan
program pembinaan dan pembimbingan
kemasyarakatan di Provinsi Bali.

3 | Mengoptimalkan tenaga kerja untuk pelayanan
keamanan dan pembinaan yang tepat sasaran.

4 | Meningkatkan kualitas layanan, efisiensi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

5 | Meningkatkan keamanan dan peningkatan

reputasi Kantor Wilayah

2 | Transformasi digital yang memungkinkan
penyediaan pelatihan daring, memperluas
aksesibilitas pendidikan dan keterampilan bagi
warga binaan.

Potensi Ekonomi

1

Peluang pengembangan pelatihan keterampilan
bagi warga binaan di sektor makanan, minuman,
perkebunan, interior, lukisan, peternakan dan
perikanan yang berpotensi menjadi tempat latihan
kerja dan pembekalan keterampilan.

Standar Operasional Prosedur Tidak Berjalan

Kurangnya Pembaruan Kebijakan

1

Terdapat ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian
antara standar prosedur yang ada dengan
pelaksanaan di lapangan akibat keterbatasan
pemahaman dan sarana penunjang di beberapa
satuan kerja.

1 | Kebihajakan yang ada kurang menyesuaikan
dengan perubahan kondisi yang terjadi di
lapangan

Keterbatasan Tenaga Ahli/ Sumber Daya Manusi

ya

ng Berpengalaman

Keterbatasan Tenaga Ahli/ Sumber Daya Manusi

yang Berpengalaman

1

Minimnya tenaga ahli yang berpengalaman dalam
menjalankan program pembinaan yang
memerlukan kompetensi tinggi.

1 | Akses untuk meningkatan kompetensi pegawai
sangat terbatas.

2 | Kompetensi pegawai yang tidak seimbang di 2 | Pelatihan untuk meningkatan kompetensi pegawai
berbagai unit dan level organisasi yang berakibat tidak dilaksanakan secara berjenjang.
kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan
tugas.

3 | Rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan | 3 | Sumber Daya Manusia yang minim dan tidak

modern yang mendukung pemulihan dan
reintegrasi

dan Rutan.

seimbang dengan jumlah penghuni pada Lapas

4 | Kompetensi pegawai dalam memberikan
pelatihan kerja kepada warga binaan sangat
minim
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Infrastruktur dan Sarana Penunjang Terbatas Infrastruktur dan Sarana Penunjang Terbatas
1 | Sarana pelatihan kerja bagi warga binaan masih 1 | Luas lahan dan bangunan/blok hunian Lapas dan
sangat terbatas Rutan yang kurang memadai dengan isi hunian
2 | Kondisi bangunan yang sudah tua/ lama pada 2 | Sistem Birokrasi yang panjang dalam proses
beberapa satuan kerja pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang
3 | Transportasi sebagai alat pemindahan tahanan kegiatan
dan narapidana yang terlalu minim
4 | Sarana pendukung hunian dari warga binaan
seperti matras, perlengkapan makan, pelayanan
kesehatan dan air bersih masih minim dan
terbatas
5 | Kurangnya tempat dan sarana ibadah pada UPT
dan Kantor Wilayah
6 | Fasilitas layanan untuk disabilitas dan lansia
minim dan tidak memadai
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KANTOR WILAYAII DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN BALI
TAHUN 2025-2029




BAB I
VISI, MISI, TUJUAN SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2.1 VISI DAN MiSI

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir
dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai
dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka
diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan
dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan
sesuai tusi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi
dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa
tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian
program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah
kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia
dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan
pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi imigrasi dan pemasyarakatan, Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi
Presiden dan wakil presiden. Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 — 2029
adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya
Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan
yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh
Menuju Indonesia Emas 2045”

2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden,
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2029 menetapkan visi yang
selaras sebagai berikut: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang
Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan
Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya
mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara
transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas
keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi
dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan
berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian
informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan
membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari
masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil,
transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara
Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang
sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan
pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan
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hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran
dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan
pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam
mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara
serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk
menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut,
maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek
kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik
berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan
berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi
yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara,
teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta
modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan
dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan
kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara
optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem
pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan
pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem,
data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas
dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta berupaya
dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan
adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah
sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk
membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi
keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai
transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas
sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi
institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan
pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam
penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara
dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas
2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara
dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik,
diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang
berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika
bangsa dalam kehidupan bernegara . Integritas pada tingkat kementerian sejalan
dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata
kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk
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membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.Integritas dalam
organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara
profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui
peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya
meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas
juga tercermin dari tekat organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten,
dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi
kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras
dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional,
responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai
stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan
yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia
antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan
lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama
lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang
keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari
potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi
Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga
Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo
berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia
Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai “guard” dan “guide” yang juga
selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
1. Pelindung (Guard)
Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam
menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung,
Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan
garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu,
peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan
menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi
sosial.
2. Pembimbing (Guide)
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing
masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya
sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung
yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku
di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak
melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.
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Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi
budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara
profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu
terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat
dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait
bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk
kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan
permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur
dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai
integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala
bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan
hukum dan pelayanan.

4. Modern
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi
informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta
dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi
dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta
digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam
konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern
digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan,
peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang
dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara
bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan
pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan
menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat

2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki
visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita,
17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita
presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional
(PN) mencakup:
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1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian
bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran
perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan
dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan
budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas
Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1)
memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7)
memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan
Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7
tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025-2029 adalah
sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian
dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1
yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang
berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan
kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang
transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan
hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan
hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan
penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran
keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan
penyidikan hingga deportasi.
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Disamping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan
pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam
upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan,
Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi,
pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam
pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan,
pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta
peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan
prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan
Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7
yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7
dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya
memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan
transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi
pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan
berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam
mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program
reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan
nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan
berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya
peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian,
baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan
pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan
peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan
kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi
keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas
diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam
menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang
modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya
memberikan perlakukan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk
pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan
pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara
adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian,
serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan
pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan
menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari
pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi
sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung
oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan
menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.
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Gambar 2.1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

TUJUAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan
organisasi untuk periode 2025-2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan
dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam
mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun
tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan
pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta
mewujudkan reintegrasi sosial.

2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern,
terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan
profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di
bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

SASARAN STRATEGIS

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi
yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama
tahun 2025-2029 yaitu:
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1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian
dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran
Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan
Pemasyarakatan.

2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan
Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2
memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance
scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku
kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran
dan perkembangan. Adapun pemetaan sas aran strategis berdasarkan perspektif BSC
adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya tata kelola

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas .2 .
penyelenggaraan keimigrasian dan

Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang

et dn Femmese e e pemasyarakatan yang berintegritas, efektif,

dan efisien

Perspektif Pemangku
Kepentingan

g Y, L )
( ~ - N
Perspektif Proses PEFSPEktIf
Internal Pembelajaran dan
Pertumbuhan
g Y, L )

Gambar 2.2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC
adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif
proses internal
Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan
pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasyarakatan adalah
pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat
memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kesatuan
organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus
pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik
dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi
mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini,
sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas
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penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan,
dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan
Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui indikator ini diharapkan
akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan
informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari
Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat
Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBP serta kemudahan
berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Programprogram
yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2)
pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor
perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud
investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian
instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi
pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank
milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan
kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi
dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one
day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya
meningkatkan PNBP potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit
dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang
efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan semua
prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu
diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara
transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan
budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal
penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya
manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang
menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan
pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasyarakatan yang dapat
menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan
pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025 — 2029 dalam mendukung
tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan
dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025-2029 tergambar pada Gambar
berikut:
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Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan
Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

1.Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan;
2.Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas .

Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

1.Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara
serta mewujudkan reintegrasi sosial

2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan
peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasi dan pemasyarakatan.

Sasaran Strategis 1. ' Sasaran Strategis2,
Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan
Keimigrasian dan Pemasyarakatan Pemasyarakatan Yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien
Indikator Sasaran Strategis 1. . Indikator Sasaran Strategis 2.
Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
dan Pemasyarakatan
. Sasaran Program 1: ran Program 2,
Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di
dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Binaan yang Siap Bermasyarakat

Gambar 2.3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

2.3.1 Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah, K/L perlu menyusun pohon kinerja yang menggambarkan
penjenjangan kinerja. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki pohon
kinerja yang berisikan kinerja strategis sektor atau intermediate outcome level |, kinerja
strategis sub sektor atau intermediate outcome level 1l, dan kinerja taktikal atau
immediate outcome, yang dapat dilihat sebagai berikut:
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Gambar 2.4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan

Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor
(intermediate outcome level I), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada
pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan,

sedangkan kinerja strategis sektor

kedua berada pada

ranah

tata kelola

penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan. Sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar 2.4, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan
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Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, diturunkan menjadi
tiga kinerja strategis sub sektor (intermediate outcome level Il). Tiga kinerja strategis
sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2)
meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi
tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap
bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi
beberapa kinerja taktikal atau immediate outcome. Jumlah kinerja taktikal terbanyak
berada pada ranah Pemasyarakatan.

Sementara itu, Gambar 2.5 menampilkan pohon kinerja kedua pada Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan
keimigrasian dan pemasyarakatan. Kinerja strategis sektor (intermediate outcome level
) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan
Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima
kinerja strategis sub sektor (intermediate outcome level Il). Masing-masing kinerja
strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (immediate outcome), dengan jumlah
kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.

Gambar 2. 5 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan
Pemasyarakatan
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Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali merupakan
perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem
pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Ditien Pemasyarakatan Bali
menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian
tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali antara lain:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna
Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terus berupaya
memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang
berorientasi pada penegakan hukum. Tujuan dari penegakan hukum
pemasyarakatan adalah untuk mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, yang sering disebut sebagai
tujuan reintegrasi sosial dan rehabilitasi. Guna menjamin terwujudnya tujuan
Pemasyarakatan, maka proses penegakan hukum dilakukan dengan pemenuhan
hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara
menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam
lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan
bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas
makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan
kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak
mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan
berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka
dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki
kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang
komprehensif—baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan—
menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab,
mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah
masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara,
tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk
warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat
diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia,
pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum
menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian,
reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga
binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.
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2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah
Ditjen Pemasyarakatan Bali
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efekiif,
transparan, dan akuntabel, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh
jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian
dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern
dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya
saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
perlu diterapkan.

2.5 SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis,
profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan
berorientasi pada hasil. Sasaran kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan,
anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Kantor Wilayah Ditjen
Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta
menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses
reintegrasi sosial. Secara umum, sasaran kegiatan Kantor Wilayah Ditjen
Pemasyarakatan Bali meliputi:

1. SK.17 yaitu Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di
Wilayah
2. SK.19 yaitu Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
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Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
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Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran

Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Bali Tahun 2025-2029

Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan

masing-masing

SEhT Pemasyarakatan
ISS 1.1 Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan 3,67 3,73 3,76 3,79 3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SP1 Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga
Binaan yang Siap Bermasyarakat
ISP 1.1 | Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan 2,86 2,99 3,11 3,23 3,35
6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah VS:;:/ZL
KK 17.1 | Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 3,2 3,4 3,6 3,8 4
ss. 2 Mer'1ingka.1tnya Tata_ Kelola P_epyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang
Berintegritas, Efektif, dan Efisien
ISS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 90,38 90,38 91,38 92,38 93,38
Program Dukungan Manajemen
SP2 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
ISP 2.1 | Indeks Kinerja Dukungan Manajemen 3,3 3,33 3,36 3,4 3,44
6172 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan Vﬁ;;zrh
IKK 19.1 | Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan 100% 100% 100% 100% 100%
IKK 19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55

—
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2.6 MANAJEMEN RISIKO
Tabel 2.2 Manajemen Risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
INDIKASI PENANGGUNG

INDIKASI RISIKO INDIKASI PERLAKUAN RISIKO

INDIKATOR KEBERHASILAN

JAWAB RISIKO
(1) (2) (3) (4)

()

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1 | Pelayanan Tahanan dan Anak

Terlambatnya informasi 1. Menetapkan SOP dan jadwal Kepala Bidang Pelayanan dan
gangguan kamtib di UPT kepada | pelaporan yang jelas dan terukur Pembinaan
Kantor Wilayah 2. Memanfaatkan aplikasi pelaporan

online melalui WA

3. Meningkatkan disiplin dan tanggung
jawab petugas bagian pelaporan

4. Monitoring evaluasi berkala ketepatan
waktu pelaporan

5. Memberikan peringatan atau
pembinaan bagi yang terlambat
menyampaikan laporan informasi

Tidak tercapainya standar 1. Memastikan rasio tenaga kesehatan
layanan kesehatan bagi WBP sesuai ketentuan

2. Melakukan koordinasi dan MOU
dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas,
dan RS Rujukan

3. Optimalisasi penggunaan anggaran
kesehatan dan bantuan hibah alat medis
4. Penguatan sistem pemantauan
kesehatan (rekam medis digital, audit
kesehatan rutin)

5. Pelatihan petugas non medis tentang
pertolongan pertama dan pembentukan
kader kesehatan

Informasi gangguan kamtib di
UPT tersampaikan tepat waktu
kepada Kantor Wilayah

Layanan kesehatan bagi WBP
sesuai standar
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INDIKASI RISIKO
(1) (2)

INDIKASI PERLAKUAN RISIKO
(3)

INDIKASI PENANGGUNG
JAWAB RISIKO

(4)

INDIKATOR KEBERHASILAN

()

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Keterlambatan laporan
perawatan kesehatan dan
rehabilitasi

1. Penetapan SOP dan pelaporan rutin
dengan format dan batas waktu yang
ketat

2. Penerapan reward dan punishment
terhadap kepatuhan pelaporan

Keterlambatan pelaporan
overstaying dari UPT

1. Melakukan pengawasan terkait
pemberitahuan habis masa tahanan
2. Optimalisasi koordinasi Dilkumjakpol

Gangguan jaringan internet pada
Server SDP

1. Optimalisasi koordinasi ke operator
SDP pusat
2. Maintenance jaringan internet

Keterlambatan pelaporan
kegiatan pembinaan dari UPT

1. Penetapan SOP dan pelaporan rutin
dengan format dan batas waktu yang
ketat

2. Penerapan reward dan punishment
terhadap kepatuhan pelaporan

Laporan perawatan kesehatan
dan rehabilitasi tersampaikan
tepat waktu

Pelaporan overstaying dari UPT
tepat waktu

Jaringan internet pada server
SDP stabil

Pelaporan kegiatan pembinaan
dari UPT tersampaikan tepat
waktu

2 | Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Terjadinya keributan/kerusuhan
antar WBP

1. Penerapan SOP Pengamanan dan
Penanganan Gangguan Kamtib

2. Sosialisasi tata tertib

3. Penggeledahan blok hunian dan
barang secara rutin dan insidentil

4. Meningkatkan koordinasi dengan TNI
Polri

5. Penignkatan pembinaan kepribadian
dan kemandirian

Kepala Bidang Pelayanan dan
Pembinaan

WBP tertib dan aman
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INDIKASI RISIKO

INDIKASI PERLAKUAN RISIKO

INDIKASI PENANGGUNG
JAWAB RISIKO

INDIKATOR KEBERHASILAN

(1) (2)

()

(4)

()

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Masuknya barang terlarang
(Narkoba, Handphone, sajam) ke
dalam blok hunian

1. Melakukan penggeledahan atau razia
blok secara rutin dan insidentil

2. Penguatan petugas pengamanan

3. Mengoptimalkan fungsi sarana
prasarana pengamanan seperti CCTV,
X-Rey, metal detector

4. Mengoptimalkan pengawasan secara
berlapis

Program pembinaan tidak
terlaksana sesuai standar

1. Melakukan monitoring dan evaluasi
rutin secara berkala

2. Meningkatkan kapasitas SDM
Pembina melalui pelatihan

3. Menyusun pedoman pembinaan

Blok hunian bersih dari barang
terlarang

Program pembinaan terlaksana
sesuai standar

3 | Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Rekomendasi penanganan bagi
klien tidak tepat

1. Melakukan pengawasan terhadap
SDM terkait
2. Memberikan pelatihan kepada PK

Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Rekomendasi penanganan yang
baik untuk klien pemasyarakatan

4 | Pendampingan Klien Pemasyarakatan

Sidang TPP Kanwil tidak tepat
waktu

1. Mematuhi dan melaksanakan jadwal
sidang sesuai dengan yang sudah
ditetapkan

2. Memanfaatkan media sidang TPP
online untuk hal yang urgent

Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Sidang TPP Kanwil terlaksana
tepat waktu
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INDIKASI RISIKO
(1) (2)

INDIKASI PERLAKUAN RISIKO
(3)

INDIKASI PENANGGUNG
JAWAB RISIKO

(4)

INDIKATOR KEBERHASILAN

()

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

5 | Pengawasan Klien Pemasyarakatan

Pelaporan pelaksanaan
pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan klien
pemasyarakatan tidak akurat

1. Optimalisasi monitoring dan evaluasi
kinerja PK

2. Meningkatkan kapasitas PK melalui
diklat

3. Menetapkan standarisasi dokumen
pelaporan

4. Melakukan koordinasi dengan APH

Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Pelaporan pelaksanaan
pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan klien
pemasyarakatan akurat

Program Dukungan Manajemen

1 | Keuangan

Pelaksanaan kegiatan tidak
sesuai dengan rencana
penarikan dana pada halaman Il
DIPA

Monitoring dan evaluasi kalendar
pelaksanaan kegiatan

Adanya
Blokir/Penghematan/Pembatasan
dan Kebijakan Lainnya

Penyesuaian kembali terhadap kalender
kerja dan dokumen rencana penarikan
dana

Aplikasi akuntansi dan pelaporan
(Sakti dan Monsakti) sering
mengalami maintenance

Melakukan koordinasi dan kolaborasi
dengan satker dan instansi terkait

Terdapat Pagu Minus pada
Anggaran Belanja Pegawai
(511129)

Menginventarisasi kebutuhan belanja
uang makan setiap bulan sampai akhir
tahun

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Kegiatan dilaksanakan sesuai
dengan rencana penarikan dana
pada halaman Il DIPA

Dana tidak terblokir

Aplikasi akuntasi dan pelaporan
(Sakti dan Monsakti) stabil

Pagu Anggaran Belanja Pegawai
tidak minus
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INDIKASI RISIKO

INDIKASI PERLAKUAN RISIKO

INDIKASI PENANGGUNG

INDIKATOR KEBERHASILAN

(1) (2)

()

JAWAB RISIKO
(4)

()

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Aplikasi Keuangan yang
digunakan (misalnya Gajiweb,
Sakti, serta Omspan) mengalami
server down, error, bug, atau
hang pada saat-saat krusial
(misalnya saat awal bulan

atau akhir bulan).

Berkoordinasi dan konsultasi dengan
pihak KPPN

Aplikasi keuangan stabil

2 | Sumber Daya Manusia

Data pegawai tidak akurat

Melakukan pemeriksaan secara berkala

Keterlambatan atau kesalahan
administrasi saat pengusulan
layanan kepegawaian (Kenaikan
Pangkat, Pensiun dIl)

Melakukan monitoring usulan

Gangguan sistem pada aplikasi
kepegawaian

Membuat database kepegawaian secara
manual

Pelanggaran disiplin tidak
ditindak sesuai aturan

Melakukan sosialisasi dan internalisasi
secara berkala terkait aturan disiplin
pegawai

Penempatan pegawai tidak
sesuai kebutuhan atau
kompetensi

1. Mengusulkan analisa kebutuhan
jabatan setiap tahun

2. Melaksanakan mutasi sesuai
kebutuhan satuan kerja

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Data pegawai akurat

Administrasi untuk pengusulan
layanan kepegawaian akurat dan
tepat waktu

Aplikasi kepegawaian stabil dan
berfungsi optimal

Pelanggaran disiplin sesuai
aturan

Penempatan pegawai sesuai
kebutuhan atau kompetensi

3 | Perencanaan dan Reformasi Birokrasi

Keterlambatan penyusunan
anggaran

Meningkatkan manajemen waktu
pegawai penyusun anggaran

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Penyusunan anggaran tepat
waktu
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INDIKASI RISIKO
(2)

INDIKASI PERLAKUAN RISIKO

()

INDIKASI PENANGGUNG
JAWAB RISIKO

(4)

INDIKATOR KEBERHASILAN

()

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan aktual

Menyusulkan pendampingan dan diklat
berkala dari pusat atau instanasi lain
terkait dengan penyusunan anggaran
yang baik dan benar

Fraud dan penyalahgunaan
anggaran

1. Peningkatan integritas pegawai

2. Penegakan reward dan punishment
3. Pembentukan regulasi yang tegas
terkait dengan korupsi

4. Mempersempit celah terjadinya fraud
dengan pengawasan berlapis

Perubahan regulasi atau
kebijakan secara mendadak

Berkoordinasi dengan pihak pusat
secara intens agar tidak terlambat
memperoleh informasi jika terjadi
perubahan regulasi

Keterlambatan pemenuhan data
reformasi birokrasi

1. Penetapan timeline

2. Rapat koordinasi rutin antar tim
Reformasi Birokrasi untuk memantau
progres dan hambatan

Penolakan terhadap perubahan
sistem Reformasi Birokrasi

1. Sosialisasi dan internalisasi Reformasi
Birokrasi secara berkelanjutan

2. Teladan pimpinan (fone at the top)
dalam mendukung perubahan dan
inovasi

3. Pendekatan komunikasi persuasif
untuk menjelaskan manfaat Reformasi
Birokrasi terhadap kemudahan kerja dan
pelayanan publik

Anggaran sesuai dengan
kebutuhan aktual

Tidak ada fraud dan
penyalahgunaan anggaran

Kepastian regulasi atau kebijakan

Pemenuhan data reformasi
birokrasi tepat waktu

Perubahan sistem reformasi
birokrasi dapat diterima
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INDIKASI RISIKO
(2)

INDIKASI PERLAKUAN RISIKO
(3)

INDIKASI PENANGGUNG
JAWAB RISIKO

(4)

INDIKATOR KEBERHASILAN

()

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

4

Umum dan Barang Milik Nega

ra

Keterlambatan atau kelalaian
dalam melakukan inventarisasi,
penghapusan, atau pemanfaatan
aset.

Penetapan timeline

Inventarisasi, penghapusan, atau
pemanfaatan aset dilaporkan
tepat waktu dan sesuai kondisi
real

Beban administrasi tinggi

Pemetaan uraian tugas dan fungsi

Aset hilang, rusak, atau
disalahgunakan.

Monitoring dan pengecekan berkala

Kesalahan dalam penafsiran
harga aset yang akan dilelang

Melakukan cross check pada situs
lelang.go.id djkn

Penataan ruang pelayanan
publik tidak sesuai
dengan standar

Memanfaatkan ruangan yang ada

Bangunan tua berpotensi ambruk
atau roboh

Pengecekan berkala dan pengusulan
rencana pembangunan

Gratifikasi saat pemilihan
penyedia barang dan jasa

1. Peningkatan integritas pegawai
2. Mempersempit celah terjadinya
gratifikasi dengan pengawasan berlapis

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Beban administrasi sesuai
dengan standar

Aset terjaga dengan baik

Penafsiran harga aset yang tepat
sesuai ketentuan

Penataan ruang pelayanan publik
sesuai standar

Renovasi bangunan kantor

Pemilihan penyedia barang dan
jasa bersih dari gratifikasi

Teknologi Informasi dan Kom

unikasi Publik

Peretasan Situs Web & Media
Sosial

Penggantian password media sosial
secara berkala

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Situs web & media sosial bebas
dari peretasan

—
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INDIKASI RISIKO
(1) (2)

INDIKASI PERLAKUAN RISIKO
(3)

INDIKASI PENANGGUNG

JAWAB RISIKO

INDIKATOR KEBERHASILAN

()

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Kamera dan perlengkapan
peliputan pendukung lainnya
belum memadai

Memaksimalkan sarana dan prasarana
yang ada

Kamera dan perlengkapan
peliputan pendukung memadai

Disinformasi publik

Meneliti dan mengoreksi bahan
pemberitaan atau editorial

Informasi publik yang akurat

Pelanggaran Hak Cipta & Privasi

Pemilihan bahan konten yang lebih
selektif dan menggunakan fitur konten
yang premium (berbayar)

Tidak terjadi pelanggaran hak
cipta & privasi

Kegagalan manajemen krisis
komunikasi

1. Melaksanakan upaya preventif dan
deteksi dini

2. Melakukan sosialisasi terkait
penanganan atau respon terhadap krisis
pemberitaan

Manajemen krisis komunikasi
berjalan dengan baik

Layanan informasi tidak terpadu
satu pintu

Memaksimalkan pemanfaatan sosial
media

Layanan informasi terpadu satu
pintu

Layanan pengaduan belum
dikelola secara maksimal

Memaksimalkan pemanfaatan teknologi
untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi

Layanan pengaduan terkelola
secara maksimal
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 TARGET KINERJA

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini
merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Bali dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas
ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali telah menetapkan
beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator
kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur
pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan
beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan dalam Renstra 2025-2029.

Terdapat 3 indikator kinerja di dalam 2 sasaran kegiatan yang menjadi amanah
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali dalam mendukung tujuan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan
No Indikator Kinerja Kegiatan

Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

SK 17
IKK 17.1 Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

6170.AEA.001 Pembinaan Layanan Pemasyarakatan Di Wilayah

6170.BDB.001 Fasilitasi Dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan

6170.BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah
6170.BIC.001 Monitoring Dan Evaluasi Pemasyarakatan

6170.BMB.001 Layanan Komunikasi Publik

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan

SK 19 IKK 19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan

IKK 19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan
kesekretariatan di UPT masing-masing

6172.EBA.956 Layanan BMN

6172.EBA.962 Layanan Umum

6172.EBA.994 Layanan Perkantoran

6172.EBB.951 Layanan Sarana Internal

6172.EBB.971 Layanan Prasarana Internal
6172.EBC.954 Layanan Manajemen SDM

6172.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran
6172.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
6172.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan
6172.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja

Target Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali tahun
2025-2029 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah
ditetapkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyatrakatan Bali adalah sebagai
berikut:
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Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran

Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Lokasi

Tabel 3.2 Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025-2029

SS. 1 Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan
ISS 1.1 Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan 3,67 3,73 3,76 3,79 3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
SP1 Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap
Bermasyarakat
ISP 1.1 Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan 2,86 2,99 3,11 3,23 3,35
6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Vsﬁ;)t/:L
KK 171 Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah 3,2 3,4 3,6 3,8 4
SS. 2 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien
ISS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 90,38 90,38 91,38 92,38 93,38
Program Dukungan Manajemen
SP2 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
ISP 2.1 Indeks Kinerja Dukungan Manajemen &3 3,33 3,36 3,4 3,44
6172 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan VICieIlerl])t/gL
IKK 19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan 100% 100% 100% 100% 100%
IKK 19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55

RENSTRA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bal




-~
‘ ’»3‘ Py
#T
«

SOARSTARAKa
1 L
L'

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan peta jalan strategis dalam memandu sebuah
organisasi, proyek, atau inisiatif akan memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan
sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Ini jauh lebih dari
sekadar daftar sumber uang/dana, ini adalah arsitektur keuangan yang memastikan
keberlanjutan dan efektivitas sebuah organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyatrakatan Bali memerlukan dukungan dari
berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM
pemasyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan
regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan
pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Bali sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
2025-2029

Kebutuhan Pendanaan

Program

2027 2028

Penyelenggaraan
Pemasyarakatan 411.986.000 453.184.600 498.503.060 548.353.366 603.188.703
di Wilayah

Dukungan
Manajemen dan
Teknis Lainnya
di Wilayah

3.409.428.000 | 13.192.939.000 | 14.512.232.900 | 15.963.456.190 | 17.559.801.809

Total Pagu 3.821.414.000 | 13.646.123.600 | 15.010.735.960 | 16.511.809.556 | 18.162.990.512
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Tabel 3.4 Sasaran Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis / Indikator Sasaran
Strategis / Sasaran Program / Indikator

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan /
Indikator Sasaran Kegiatan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

2026

Target

2027

2029

2025

Kerangka Pendanaan

2027

Penanggung
NEWEL)

3.821.414.000 13.646.123.600 | 15.010.735.960 | 16.511.809.556 | 18.162.990.512
Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan
SS. 1 Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan
Pemasyarakatan
Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan
1SS 1.1 Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan =7 S e S 2
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan
SP1 Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya
Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat
ISP 1.1 Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan 2,86 2,99 3,11 3,23 3,35
6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
SRqy || Lol e len L LIS 411.986.000 453.184.600 498.503.060 548.353.366 603.188.703 | Kantor Wilayah
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Wilayah T o T U T
Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan
KK17.1 Pemasyarakatan di Wilayah 3.2 3.4 3.6 3.8 4
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan
SS. 2 Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang
Berintegritas, Efektif, dan Efisien
1SS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi 90.38 90.38 9138 9238 93.38
i dan Pemasyarakatan ’ ’ ’ i ’
Program Dukungan Manajemen
SP2 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
ISP 2.1 Indeks Kinerja Dukungan Manajemen 3,3 3,33 3,36 3,4 3,44
6172 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di
Wilayah
GRqe || LEUELEa Pl S e B el || LG 3.409.428.000 | 13.192.939.000 | 14.512.232.900 | 15.963.456.190 | 17.559.801.809 | Kantor Wilayah
lingkup kewilayahan Wilayah T T T T T
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi o o o o o
IKK 19.1 birokrasi di lingkup kewilayahan 100% 100% 100% 100% 100%
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT
IKK 19.2 Pemasyarakatan terhadap layanan 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55

kesekretariatan di UPT masing-masing
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3.3 ROAD MAP
Roadmap didefinisikan sebagai dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai panduan visual dan terstruktur yang
menjelaskan visi, arah, dan serangkaian langkah (milestones) utama yang harus ditempuh oleh suatu organisasi atau tim untuk mencapai
tujuan jangka panjang tertentu. Roadmap berfungsi untuk memberikan gambaran besar (high-level view) mengenai seluruh upaya dan
inisiatif yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu (misalnya, 3 tahun, 5 tahun, atau lebih). Berdasarkan definisi tersebut Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali menyusun Roadmap sebagai berikut:

Tabel 3.5 Roadmap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali 2025-2029

No. Satuan Kerja Aspek 2025 2026 2027 2028 2029
1 Kantor Wilayah Sarana dan 1. Perencanaan 1. Renovasi Ruang 1. Renovasi Toilet 1. Perencanaan 1. Renovasi
Direktorat Prasarana Renovasi Ruang Layanan Kantor 2. Pembangunan Renovasi Lahan Halaman Kantor
Jenderal Layanan Kantor Wilayah Tempat Ibadah Parkir
Pemasyarakatan Wilayah 2. Pembangunan
Bali 2. Perencanaan dan Renovasi Ruang
Pembagunan dan Kantor
Renovasi Ruang
Kantor
3. Perencanaan
Pembangunan

Tempat Ibadah

4. Perencanaan
Renovasi Toilet

5. Perencanaan
Renovasi Halaman
Kantor

6. Perencanaan
Renovasi Lahan
Parkir
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Satuan Kerja

Barang Milik
Negara (BMN)
dan Perangkat
Operasional

1. Pengajuan
Pengadaan
PC/Leptop/Scanner
2. Pengajuan
Pengadaan Kamera,
Stabiliser, Drone,
Tripod

3. Pengajuan
Pengadaan LCD
Proyektor, Smart TV
4. Pengajuan
Pengadaan Meja dan
Kursi

5. Pengajuan
Pengadaan Sound
System

6. Pengajuan
Pengadaan CCTV
7. Pengajuan
Pengadaan AC

1. Pengajuan
Pengadaan
PC/Leptop/Scanner
2. Pengajuan
Pengadaan Kamera,
Stabiliser, Drone,
Tripod

3. Pengajuan
Pengadaan LCD
Proyektor, Smart TV
4. Pengajuan
Pengadaan Meja dan
Kursi

5. Pengajuan
Pengadaan Sound
System

6. Pengajuan
Pengadaan CCTV
7. Pengajuan
Pengadaan AC

1. Pengajuan
Pengadaan
PC/Leptop/Scanner
2. Pengajuan
Pengadaan Kamera,
Stabiliser, Drone,
Tripod

3. Pengajuan
Pengadaan LCD
Proyektor, Smart TV
4. Pengajuan
Pengadaan Meja dan
Kursi

5. Pengajuan
Pengadaan Sound
System

6. Pengajuan
Pengadaan CCTV
7. Pengajuan
Pengadaan AC

8. Pengajuan
Pengadaan Mobil
Dinas

1. Pengajuan
Pengadaan
PC/Leptop/Scanner
2. Pengajuan
Pengadaan Kamera,
Stabiliser, Drone,
Tripod

3. Pengajuan
Pengadaan LCD
Proyektor, Smart TV
4. Pengajuan
Pengadaan Meja dan
Kursi

5. Pengajuan
Pengadaan Sound
System

6. Pengajuan
Pengadaan CCTV
7. Pengajuan
Pengadaan AC

8. Pengajuan
Pengadaan Mobil
Dinas

9. Pengajuan
Pengadaan Motor
Dinas

1. Pengajuan
Pengadaan
PC/Leptop/Scanner
2. Pengajuan
Pengadaan
Kamera, Stabiliser,
Drone, Tripod

3. Pengajuan
Pengadaan LCD
Proyektor, Smart
TV

4. Pengajuan
Pengadaan Meja
dan Kursi

5. Pengajuan
Pengadaan Sound
System

6. Pengajuan
Pengadaan CCTV
7. Pengajuan
Pengadaan AC

8. Pengajuan
Pengadaan Mobil
Dinas

9. Pengajuan
Pengadaan Motor
Dinas
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Satuan Kerja

Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah Prov Bali
2. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kepolisian

3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kejaksaan

4. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNN
5. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI
6. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Basarnas

7. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pengadilan

8. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Ombudsman

9. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNNP
Bali

10. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Yayasan/LSM

11. Perjanjian Kerja
Sama dengan Media
Pemberitaan
Eksternal

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah Prov Bali
2. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kepolisian

3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kejaksaan

4. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNN
5. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI

6. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Basarnas

7. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pengadilan

8. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Ombudsman

9. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNNP
Bali

10. Perjanjian Kerja
Sama dengan RSUP
Prof. Ngoerah

11. Perjanjian Kerja
Sama dengan Media
Pemberitaan
Eksternal

12. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Yayasan/LSM

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah Prov Bali
2. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kepolisian

3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kejaksaan

4. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNN
5. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI

6. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Basarnas

7. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pengadilan

8. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Ombudsman

9. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNNP
Bali

10. Perjanjian Kerja
Sama dengan RSUP
Prof. Ngoerah

11. Perjanjian Kerja
Sama dengan Media
Pemberitaan Eksternal
12. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Yayasan/LSM

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah Prov Bali
2. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kepolisian

3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kejaksaan

4. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNN
5. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI

6. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Basarnas

7. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pengadilan

8. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Ombudsman

9. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNNP
Bali

10. Perjanjian Kerja
Sama dengan RSUP
Prof. Ngoerah

11. Perjanjian Kerja
Sama dengan Media
Pemberitaan
Eksternal

12. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Yayasan/LSM

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah Prov
Bali

2. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kepolisian

3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kejaksaan

4. Perjanjian Kerja
Sama dengan BNN
5. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI
6. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Basarnas

7. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pengadilan

8. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Ombudsman

9. Perjanjian Kerja
Sama dengan
BNNP Bali

10. Perjanjian Kerja
Sama dengan
RSUP Prof.
Ngoerah

11. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Media Pemberitaan
Eksternal

12. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Yayasan/LSM
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No. Satuan Kerja Aspek

Kelembagaan

2025
1. Kajian
Peningkatanan
Reklasifikasi
Lapas/Rutan:
- Rutan Kelas IIB
Negara
- Rutan Kelas IIB
Bangli
- Lapas Kelas IIB
Karangasem
- Bapas Kelas I
Karangasem
- Lapas Kelas IIA
Kerobokan

2026

1. Pengusulan
Peningkatanan
Reklasifikasi Rutan
Kelas IIB Negara
Menjadi Lapas Kelas
IIB Negara

2027

1. Pengusulan
Peningkatanan
Reklasifikasi Rutan
Kelas IIB Bangli
Menjadi Lapas Kelas
[IB Bangli

2. Pengusulan
Peningkatanan
Reklasifikasi Lapas
Kelas 1IB Karangasem
Menjadi Lapas Kelas
IIA Karangasem

2028

1. Pengusulan
Peningkatanan
Reklasifikasi Bapas
Kelas Il Karangasem
Menjadi Bapas Kelas
| Karangasem

2029

1. Pengusulan
Peningkatanan
Reklasifikasi Lapas
Kelas IIA
Kerobokan Menjadi
Lapas Kelas |
Kerobokan

Sumber Daya
Manusia

1. Kerjasama dengan
pemprov bali untuk
peningkatan SDM,
kepolisian, TNI,
Kemenkeu,

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah Provinsi
Bali untuk
peningkatan Sumber
Daya Manusia

2. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI-
POLRI untuk
peningkatan Sumber
Daya Manusia pada
bidang keamanan

3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kementerian
Keuangan untuk
peningkatan Sumber
Daya Manusia pada
bidang keuangan

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah Provinsi
Bali untuk peningkatan
Sumber Daya Manusia
2. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI-
POLRI untuk
peningkatan Sumber
Daya Manusia pada
bidang keamanan

3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kementerian
Keuangan untuk
peningkatan Sumber
Daya Manusia pada
bidang keuangan

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah Provinsi
Bali untuk
peningkatan Sumber
Daya Manusia

2. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI-
POLRI untuk
peningkatan Sumber
Daya Manusia pada
bidang keamanan

3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kementerian
Keuangan untuk
peningkatan Sumber
Daya Manusia pada
bidang keuangan

1. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Pemerintah
Provinsi Bali untuk
peningkatan
Sumber Daya
Manusia

2. Perjanjian Kerja
Sama dengan TNI-
POLRI untuk
peningkatan
Sumber Daya
Manusia pada
bidang keamanan
3. Perjanjian Kerja
Sama dengan
Kementerian
Keuangan untuk
peningkatan
Sumber Daya
Manusia pada
bidang keuangan

RENSTRA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bal




=
o
S

“‘jmm,,'
$ L A

Satuan Kerja

Tata Laksana

1. Penyusunan
Pedoman Kerja
Kantor Wilayah dan
UPT

2. Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur Pada Tiap
Bidang

3. Melakukan
Perjanjian Kinerja
dengan Kepala UPT
dan Pejabat
Struktural

1. Penyusunan
Pedoman Kerja
Kantor Wilayah dan
UPT

2. Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur Pada Tiap
Bidang

3. Melakukan
Perjanjian Kinerja
dengan Kepala UPT
dan Pejabat
Struktural

1. Penyusunan
Pedoman Kerja Kantor
Wilayah dan UPT

2. Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur Pada Tiap
Bidang

3. Melakukan
Perjanjian Kinerja
dengan Kepala UPT
dan Pejabat Struktural

1. Penyusunan
Pedoman Kerja
Kantor Wilayah dan
UPT

2. Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur Pada Tiap
Bidang

3. Melakukan
Perjanjian Kinerja
dengan Kepala UPT
dan Pejabat
Struktural

1. Penyusunan
Pedoman Kerja
Kantor Wilayah dan
UPT

2. Penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur Pada
Tiap Bidang

3. Melakukan
Perjanjian Kinerja
dengan Kepala
UPT dan Pejabat
Struktural
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BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1 MONITORING

Tugas monitoring Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
pemasyarakatan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah hukumnya, seperti
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Secara rinci, tugas monitoring tersebut meliputi
aspek-aspek berikut:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban: Memastikan Lapas dan Rutan
menjalankan standar keamanan untuk mencegah gangguan keamanan, kerusuhan,
penyelundupan barang terlarang, dan tindakan indisipliner lainnya.

2. Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan: Memonitor pelaksanaan program
pembinaan, bimbingan sosial, dan bimbingan kerohanian bagi narapidana dan anak
didik pemasyarakatan, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

3. Pengelolaan Administrasi dan Sumber Daya: Mengawasi pengelolaan sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di UPT
Pemasyarakatan agar berjalan efektif dan efisien sesuai prosedur.

4. Penerapan Standar Pelayanan Publik: Mengevaluasi kualitas layanan publik,
termasuk layanan kunjungan, kesehatan, dan remisi, untuk memastikan optimalisasi
pelayanan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

5. Pembangunan Zona Integritas (ZI): Memantau progres pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

6. Tindak Lanjut Arahan Pusat: Memastikan implementasi kebijakan dan program
prioritas nasional serta perintah harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan di tingkat
wilayah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali juga melakukan
monitoring terhadap kinerjanya sendiri. Proses ini merupakan bagian integral dari sistem
pengawasan internal dan manajemen kinerja di dalam birokrasi pemerintahan
Indonesia, termasuk di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Mekanisme monitoring internal ini umumnya dilakukan melalui:

1. Pengawasan Melekat (Waskat): Pimpinan Kantor Wilayah (Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan pejabat struktural lainnya) wajib melakukan
pengawasan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan tugas bawahan
langsungnya, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
kode etik.

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP): Kantor Wilayah waijib
menerapkan SPIP sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Ini
mencakup kegiatan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah untuk
memastikan tujuan organisasi tercapai dan risiko dikelola dengan baik.

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAK]IP): Setiap tahun,
Kantor Wilayah menyusun LAK]jIP yang melaporkan pencapaian sasaran dan target
kinerja yang telah ditetapkan. Proses penyusunan ini mengharuskan Kantor Wilayah
memonitor dan mengevaluasi data kinerja internalnya secara berkala.
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4. Inspektorat Jenderal (Itjen): Meskipun pengawasan internal dilakukan secara
mandiri, Itien Kemenimipas juga secara rutin melakukan audit dan monitoring
eksternal terhadap Kantor Wilayah untuk memastikan kepatuhan dan integritas.

Dengan demikian, Kantor Wilayah tidak hanya mengawasi UPT di bawahnya,
tetapi juga memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas
di internal kantornya sendiri. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
telah mengembangkan dua inovasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas
monitoring, yaitu MONDAR MANDIR dan PERING.

1. MONDAR MANDIR (Monitoring dan Evaluasi secara Daring Mandiri) adalah inovasi
yang memungkinkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan melakukan
monitoring dan evaluasi secara mandiri menggunakan sistem daring.

2. PERING (Pengawasan Intens Daring) adalah sistem monitoring dan evaluasi
pengawasan secara daring yang memungkinkan Tim Pengawas memantau
pelaksanaan tugas dan fungsi di UPT Pemasyarakatan secara real-time dan
berkelanjutan.

Kedua inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan fungsi pengawasan internal, serta mempermudah proses monitoring dan
evaluasi. Monitoring ini dilakukan secara rutin setiap bulan. Output dari monitoring ini
dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring.

EVALUASI

Tugas evaluasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali adalah
tahap lanjutan dari proses monitoring. Jika monitoring berfokus pada pengumpulan data
dan pengawasan aktivitas yang sedang berjalan, evaluasi berfokus pada analisis
mendalam terhadap data tersebut untuk menilai pencapaian kinerja, mengidentifikasi
akar permasalahan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Secara rinci, tugas
evaluasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali meliputi aspek-aspek
berikut:

1. Penilaian Pencapaian Kinerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali bertugas mengevaluasi

sejauh mana target kerja yang telah ditetapkan (baik target pusat maupun target

wilayah) berhasil dicapai oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayahnya. Penilaian
ini mencakup:

a. Efektivitas Program Pembinaan: Menganalisis dampak program reintegrasi sosial
dan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), bukan sekadar
mencatat jumlah peserta.

b. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Menilai apakah anggaran yang digunakan telah
memberikan hasil yang optimal atau terjadi pemborosan.

2. |dentifikasi dan Analisis Masalah

Tugas evaluasi mencakup pencarian akar penyebab dari temuan atau masalah yang

muncul saat monitoring. Contohnya jika terjadi overkapasitas yang parah di sebuah

Lapas (temuan monitoring), evaluasi akan menganalisis penyebab strukturalnya,

seperti lambatnya proses sidang, kebijakan penahanan, atau minimnya program

pembebasan bersyarat. Evaluasi juga dapat menganalisis penyebab kegagalan UPT
dalam mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
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3. Perumusan Rekomendasi dan Strategi Perbaikan

Berdasarkan hasil analisis masalah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Bali bertugas merumuskan rekomendasi konkret dan strategi tindak

lanjut. Evaluasi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kantor Wilayah

mengusulkan perubahan kebijakan, alokasi sumber daya tambahan, atau pelatihan
khusus untuk UPT yang bermasalah. Rekomendasi ini kemudian disampaikan
kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menjadi bahan pertimbangan
kebijakan nasional.

4. Pelaporan dan Akuntabilitas

Hasil evaluasi ini dikonsolidasikan menjadi laporan resmi (seperti LAKIP atau laporan

berkala lainnya) yang menunjukkan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah dan

jajarannya kepada Inspektorat Jenderal Kemenimipas, Ditjenpas, dan publik.

Jadi dapat dikatakan bahwa tugas evaluasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Bali adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan
pemasyarakatan di wilayahnya tidak hanya berjalan, tetapi berjalan dengan benar,
efektif, dan mencapai sasaran strategis organisasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali juga melakukan
evaluasi terhadap kinerjanya sendiri. Proses evaluasi internal ini merupakan
mekanisme penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan
menjadi bagian dari siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan (Plan-Do-Check-Act).
Evaluasi internal ini krusial untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan
(continuous improvement) di tingkat Kantor Wilayah itu sendiri, sehingga Kantor Wilayah
dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap UPT di daerahnya
dengan lebih optimal dan akuntabel. Berikut adalah cara Kantor Wilayah dalam
melakukan evaluasi internal yaitu:

1. Siklus Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

Evaluasi internal terstruktur dalam siklus perencanaan dan pelaporan tahunan:

a. Penetapan Kinerja (PK): Di awal tahun, Kantor Wilayah menetapkan target
kinerja utama (Indikator Kinerja Utama/IKU).

b. Pengukuran dan Evaluasi: Secara triwulanan atau tahunan, Kantor Wilayah
mengukur capaian target tersebut. Proses ini melibatkan evaluasi mengapa target
tercapai atau mengapa tidak tercapai.

c. Penyusunan LAK]IP: Hasil evaluasi diri ini didokumentasikan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAK]IP), yang kemudian diaudit dan
dinilai oleh pihak eksternal (Kemenpan RB dan Itjen Kemenimipas).

2. Evaluasi Internal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kantor Wilayah mengevaluasi efektivitas sistem dan prosedur internal mereka

sendiri, seperti:

a. Manajemen Risiko: Apakah risiko-risiko utama (misalnya, risiko kebocoran data,
risiko korupsi internal, atau risiko kegagalan sistem) telah dikelola dengan baik?

b. Kepatuhan: Apakah seluruh jajaran di internal Kantor Wilayah patuh terhadap
SOP dan regulasi yang berlaku?

3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)

Kantor Wilayah memiliki tim khusus yang mengevaluasi kemajuan delapan area

perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan internal mereka, termasuk penataan

organisasi, penataan tata laksana, manajemen SDM, dan penguatan akuntabilitas.
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Evaluasi ini dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau setiap Triwulan dan
setiap tahun (pada akhir tahun). Output dari evaluasi ini adalah Laporan Evaluasi
Triwulan dan Laporan Evaluasi Akhir Tahun.

PENGENDALIAN

Tugas pengendalian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali
adalah aspek krusial yang menjembatani fungsi monitoring (pengawasan data) dan
evaluasi (analisis kinerja).

Pengendalian berfokus pada tindakan korektif, preventif, dan penjaminan
kepatuhan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemasyarakatan di wilayahnya
berjalan sesuai dengan norma, standar operasional prosedur (SOP), dan kebijakan yang
ditetapkan oleh pusat. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas pengendalian Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali:

1. Penerapan dan Penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tugas utama pengendalian adalah memastikan bahwa UPT (Lapas, Rutan, LPKA)
di bawahnya menerapkan SOP yang sudah dibakukan secara konsisten. Hal ini
mencakup Pengendalian Prosedur Keamanan yaitu memastikan standar
penggeledahan, penjagaan, dan pengelolaan kunci berjalan sesuai aturan untuk
mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Serta Pengendalian Pelayanan Tahanan
yaitu menjamin proses penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana
dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Pengambilan Tindakan Korektif

Apabila hasil monitoring dan evaluasi menemukan adanya penyimpangan,
pelanggaran, atau ketidakefisienan, Kantor Wilayah bertugas mengambil tindakan
perbaikan segera (corrective actions) meliputi Pemberian Teguran/Sanksi yakni
memberikan sanksi administratif kepada pegawai atau UPT yang terbukti melanggar
disiplin atau prosedur. Serta Perbaikan Sistem yakni memerintahkan perbaikan
sistem keamanan, administrasi, atau manajemen risiko di UPT terkait.

3. Manajemen Krisis dan Resolusi Konflik

Kantor Wilayah berfungsi sebagai pusat kendali (command center) di tingkat wilayah
saat terjadi situasi darurat atau krisis (misalnya, kerusuhan, kebakaran, atau pelarian
narapidana). Tugas pengendalian dalam hal ini meliputi Koordinasi Respons
Cepat yaitu mengkoordinasikan bantuan personel, peralatan, dan penanganan
hukum bekerja sama dengan aparat penegak hukum setempat (Polri/TNI). Dan
Penanganan Backfire yakni mengendalikan situasi agar krisis tidak meluas ke UPT
lain atau menjadi isu publik yang merugikan citra institusi.

4. Penjaminan Kepatuhan (Compliance Assurance)

Tugas pengendalian memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kebijakan Kemenimipas, dan arahan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan. Mengendalikan agar tidak terjadi praktik pungutan liar (Pungli),
peredaran narkoba, atau praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dalam
Lapas/Rutan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali juga memiliki fungsi
untuk melakukan pengendalian internal. Pengendalian internal ini merupakan bagian
esensial dari tugas dan fungsi manajerial di dalam struktur birokrasi pemerintahan.
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Sama halnya dengan monitoring dan evaluasi internal, pengendalian internal di Kantor
Wilayah dilakukan untuk memastikan bahwa operasional di tingkat kantor wilayah
berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun aspek-
aspek pengendalian diri di Kantor Wilayah yaitu:

1. Pengendalian Disiplin dan Kinerja Pegawai Internal

Kantor Wilayah memiliki unit kepegawaian dan atasan langsung yang bertugas
mengendalikan disiplin pegawai di lingkungan kantor wilayah itu sendiri. Dalam hal
ini contohnya Absensi dan Jam Kerja yaitu memastikan kehadiran dan kepatuhan
terhadap jam kerja. Kepatuhan terhadap Aturan yaitu mengendalikan perilaku
pegawai agar sesuai dengan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penilaian Kinerja yakni mengendalikan
output kerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dimonitor dan dievaluasi
secara berkala oleh atasan langsung.

2. Pengendalian Anggaran dan Aset

Kantor Wilayah mengendalikan penggunaan anggaran operasionalnya sendiri agar
tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.

a. Verifikasi Keuangan: Melakukan pengendalian internal terhadap setiap
pengeluaran keuangan dan memastikan proses pengadaan barang/jasa sesuai
dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Inventarisasi Aset: Mengendalikan penggunaan dan pemeliharaan aset kantor
(kendaraan dinas, gedung, komputer) agar digunakan sesuai peruntukannya.

3. Pengendalian Mutu Layanan Internal

Kantor Wilayah juga mengendalikan mutu layanan yang diberikan oleh bidangnya
masing-masing kepada UPT di bawahnya maupun kepada masyarakat. Misalnya,
mengendalikan kecepatan respons terhadap permintaan data dari UPT atau
kecepatan proses administrasi kepegawaian.

Secara keseluruhan, Kantor Wilayah menerapkan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh, yang mencakup kegiatan
pengendalian (kontrol) atas seluruh aspek manajemen dan operasional di internal
organisasi Kantor Wilayah itu sendiri.
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BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali disusun dengan
berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali berpedoman pada Rencana
Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang
dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi Dan
Pemasyarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 — 2029.

Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya penegakan hukum
di bidang perlakuan yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak
asasi manusia” dalam rangka mendukung visi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan yaitu “Supremasi Hukum dan Keamanan Nasional yang Tangguh
Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu
1) Memberikan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Klien, Tahanan, Anak dan Warga
Binaan; 2) Mewujudkan Warga Binaan yang Siap Kembali Bermasyarakat.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang
menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Ketiga tujuan dimaksud adalah 1) Memberikan jaminan perlindungan
terhadap hak Tahanan dan Anak; 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian
Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab dan dapat aktif
berperan dalam pembangunan; 3) Memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari
pengulangan tindak pidana.

Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025-
2029 akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Kerja Anggaran (RKA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Bali) untuk 5 (Lima) tahun berikutnya.
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Sasaran Strategis / Indikator
Sasaran Strategis / Sasaran
Program / Indikator Sasaran
Program / Sasaran Kegiatan /
Indikator Sasaran Kegiatan

Lokasi

LAMPIRAN I

Sasaran Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025-2029

Kerangka Pendanaan

2027

Penanggung

Jawab

UPT masing-masing

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali 3.821.414.000 13.646.123.600 15.010.735.960 16.511.809.556 18.162.990.512
SS. 1 Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan
: Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan
ISS 1.1 Ind_eks I_’enegakan Hukum dan Pelayanan Bidang 3.67 373 3,76 3,79 3.83
Imigrasi dan Pemasyarakatan
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan
SP1 Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang
Siap Bermasyarakat
ISP 1.1 Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan 2,86 2,99 3,11 3,23 3,35
6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Kantor .
SK 17 D Wilayah 411.986.000 453.184.600 498.503.060 548.353.366 603.188.703 Kantor Wilayah
Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan
KK 17.1 Pemasyarakatan di Wilayah 3.2 34 3,6 3.8 4
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan
SS.2 Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas,
Efektif, dan Efisien
ISS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan 90,38 90.38 9138 9238 93.38
Pemasyarakatan
Program Dukungan Manajemen
Sp2 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
ISP 2.1 Indeks Kinerja Dukungan Manajemen 3,3 333 3,36 3,4 3,44
6172 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di
Wilayah
SK 19 MG LTy 1 L st Lol g i iy 3.409.428.000 | 13.192.939.000 | 14.512.232.900 | 15.963.456.190 | 17.559.801.809 | Kantor Wilayah
lingkup kewilayahan Wilayah
IKK 19.1 Pf:rscnta§c 4p<?laksanaan rencana aksi reformasi 100% 100% 100% 100% 100%
birokrasi di lingkup kewilayahan
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT
IKK 19.2 Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55
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INDIKASI RISIKO
(2)

LAMPIRAN II

Manajemen Risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

INDIKASI| PERLAKUAN RISIKO
(3)

INDIKASI PENANGGUNG

JAWAB RISIKO

(4)

INDIKATOR KEBERHASILAN

(5)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

1

Pelayanan Tahanan dan Anak

Terlambatnya informasi
gangguan kamtib di UPT kepada
Kantor Wilayah

1. Menetapkan SOP dan jadwal
pelaporan yang jelas dan terukur

2. Memanfaatkan aplikasi pelaporan
online melalui WA

3. Meningkatkan disiplin dan tanggung
jawab petugas bagian pelaporan

4. Monitoring evaluasi berkala ketepatan
waktu pelaporan

5. Memberikan peringatan atau
pembinaan bagi yang terlambat
menyampaikan laporan informasi

Tidak tercapainya standar
layanan kesehatan bagi WBP

1. Memastikan rasio tenaga kesehatan
sesuai ketentuan

2. Melakukan koordinasi dan MOU
dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas,
dan RS Rujukan

3. Optimalisasi penggunaan anggaran
kesehatan dan bantuan hibah alat medis
4. Penguatan sistem pemantauan
kesehatan (rekam medis digital, audit
kesehatan rutin)

5. Pelatihan petugas non medis tentang
pertolongan pertama dan pembentukan
kader kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan dan
Pembinaan

Informasi gangguan kamtib di
UPT tersampaikan tepat waktu
kepada Kantor Wilayah

Layanan kesehatan bagi WBP
sesuai standar

RENSTRA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bal




INDIKASI RISIKO
(1) (2)

INDIKASI PERLAKUAN RISIKO
(3)

INDIKASI PENANGGUNG
JAWAB RISIKO

(4)

INDIKATOR KEBERHASILAN
(5)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

Keterlambatan laporan
perawatan kesehatan dan
rehabilitasi

1. Penetapan SOP dan pelaporan rutin
dengan format dan batas waktu yang
ketat

2. Penerapan reward dan punishment
terhadap kepatuhan pelaporan

Keterlambatan pelaporan
overstaying dari UPT

1. Melakukan pengawasan terkait
pemberitahuan habis masa tahanan
2. Optimalisasi koordinasi Dilkumjakpol

Gangguan jaringan internet pada
Server SDP

1. Optimalisasi koordinasi ke operator
SDP pusat
2. Maintenance jaringan internet

Keterlambatan pelaporan
kegiatan pembinaan dari UPT

1. Penetapan SOP dan pelaporan rutin
dengan format dan batas waktu yang
ketat

2. Penerapan reward dan punishment
terhadap kepatuhan pelaporan

Laporan perawatan kesehatan
dan rehabilitasi tersampaikan
tepat waktu

Pelaporan overstaying dari UPT
tepat waktu

Jaringan internet pada server
SDP stabil

Pelaporan kegiatan pembinaan
dari UPT tersampaikan tepat
waktu

2 | Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Terjadinya keributan/kerusuhan
antar WBP

1. Penerapan SOP Pengamanan dan
Penanganan Gangguan Kamtib

2. Sosialisasi tata tertib

3. Penggeledahan blok hunian dan
barang secara rutin dan insidentil

4. Meningkatkan koordinasi dengan TNI
Polri

5. Penignkatan pembinaan kepribadian
dan kemandirian

Kepala Bidang Pelayanan dan
Pembinaan

WBP tertib dan aman
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Masuknya barang terlarang
(Narkoba, Handphone, sajam) ke
dalam blok hunian

1. Melakukan penggeledahan atau razia
blok secara rutin dan insidentil

2. Penguatan petugas pengamanan

3. Mengoptimalkan fungsi sarana
prasarana pengamanan seperti CCTV,
X-Rey, metal detector

4. Mengoptimalkan pengawasan secara
berlapis

Program pembinaan tidak
terlaksana sesuai standar

1. Melakukan monitoring dan evaluasi
rutin secara berkala

2. Meningkatkan kapasitas SDM
Pembina melalui pelatihan

3. Menyusun pedoman pembinaan

Blok hunian bersih dari barang
terlarang

Program pembinaan terlaksana
sesuai standar

3 | Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Rekomendasi penanganan bagi
klien tidak tepat

1. Melakukan pengawasan terhadap
SDM terkait
2. Memberikan pelatihan kepada PK

Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Rekomendasi penanganan yang
baik untuk klien pemasyarakatan

4 | Pendampingan Klien Pemasyarakatan

Sidang TPP Kanwil tidak tepat
waktu

1. Mematuhi dan melaksanakan jadwal
sidang sesuai dengan yang sudah
ditetapkan

2. Memanfaatkan media sidang TPP
online untuk hal yang urgent

Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Sidang TPP Kanwil terlaksana
tepat waktu
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Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

5 | Pengawasan Klien Pemasyarakatan

Pelaporan pelaksanaan
pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan klien
pemasyarakatan tidak akurat

1. Optimalisasi monitoring dan evaluasi
kinerja PK

2. Meningkatkan kapasitas PK melalui
diklat

3. Menetapkan standarisasi dokumen
pelaporan

4. Melakukan koordinasi dengan APH

Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Pelaporan pelaksanaan
pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan klien
pemasyarakatan akurat

Program Dukungan Manajemen

1 | Keuangan

Pelaksanaan kegiatan tidak
sesuai dengan rencana
penarikan dana pada halaman Il
DIPA

Monitoring dan evaluasi kalendar
pelaksanaan kegiatan

Adanya
Blokir/Penghematan/Pembatasan
dan Kebijakan Lainnya

Penyesuaian kembali terhadap kalender
kerja dan dokumen rencana penarikan
dana

Aplikasi akuntansi dan pelaporan
(Sakti dan Monsakti) sering
mengalami maintenance

Melakukan koordinasi dan kolaborasi
dengan satker dan instansi terkait

Terdapat Pagu Minus pada
Anggaran Belanja Pegawai
(511129)

Menginventarisasi kebutuhan belanja
uang makan setiap bulan sampai akhir
tahun

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Kegiatan dilaksanakan sesuai
dengan rencana penarikan dana
pada halaman Il DIPA

Dana tidak terblokir

Aplikasi akuntasi dan pelaporan
(Sakti dan Monsakti) stabil

Pagu Anggaran Belanja Pegawai
tidak minus
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Aplikasi Keuangan yang
digunakan (misalnya Gajiweb,
Sakti, serta Omspan) mengalami
server down, error, bug, atau
hang pada saat-saat krusial
(misalnya saat awal bulan

atau akhir bulan).

Berkoordinasi dan konsultasi dengan
pihak KPPN

Aplikasi keuangan stabil

2 | Sumber Daya Manusia

Data pegawai tidak akurat

Melakukan pemeriksaan secara berkala

Keterlambatan atau kesalahan
administrasi saat pengusulan
layanan kepegawaian (Kenaikan
Pangkat, Pensiun dIl)

Melakukan monitoring usulan

Gangguan sistem pada aplikasi
kepegawaian

Membuat database kepegawaian secara
manual

Pelanggaran disiplin tidak
ditindak sesuai aturan

Melakukan sosialisasi dan internalisasi
secara berkala terkait aturan disiplin
pegawai

Penempatan pegawai tidak
sesuai kebutuhan atau
kompetensi

1. Mengusulkan analisa kebutuhan
jabatan setiap tahun

2. Melaksanakan mutasi sesuai
kebutuhan satuan kerja

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Data pegawai akurat

Administrasi untuk pengusulan
layanan kepegawaian akurat dan
tepat waktu

Aplikasi kepegawaian stabil dan
berfungsi optimal

Pelanggaran disiplin sesuai
aturan

Penempatan pegawai sesuai
kebutuhan atau kompetensi

3 | Perencanaan dan Reformasi Birokrasi

Keterlambatan penyusunan
anggaran

Meningkatkan manajemen waktu
pegawai penyusun anggaran

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Penyusunan anggaran tepat
waktu
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Anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan aktual

Menyusulkan pendampingan dan diklat
berkala dari pusat atau instanasi lain
terkait dengan penyusunan anggaran
yang baik dan benar

Fraud dan penyalahgunaan
anggaran

1. Peningkatan integritas pegawai

2. Penegakan reward dan punishment
3. Pembentukan regulasi yang tegas
terkait dengan korupsi

4. Mempersempit celah terjadinya fraud
dengan pengawasan berlapis

Anggaran sesuai dengan
kebutuhan aktual

Perubahan regulasi atau
kebijakan secara mendadak

Berkoordinasi dengan pihak pusat
secara intens agar tidak terlambat
memperoleh informasi jika terjadi
perubahan regulasi

Tidak ada fraud dan
penyalahgunaan anggaran

Keterlambatan pemenuhan data
reformasi birokrasi

1. Penetapan timeline

2. Rapat koordinasi rutin antar tim
Reformasi Birokrasi untuk memantau
progres dan hambatan

Kepastian regulasi atau kebijakan

Penolakan terhadap perubahan
sistem Reformasi Birokrasi

1. Sosialisasi dan internalisasi Reformasi
Birokrasi secara berkelanjutan

2. Teladan pimpinan (fone at the top)
dalam mendukung perubahan dan
inovasi

3. Pendekatan komunikasi persuasif
untuk menjelaskan manfaat Reformasi
Birokrasi terhadap kemudahan kerja dan
pelayanan publik

Pemenuhan data reformasi
birokrasi tepat waktu

Perubahan sistem reformasi
birokrasi dapat diterima
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4

Umum dan Barang Milik Nega

ra

Keterlambatan atau kelalaian
dalam melakukan inventarisasi,
penghapusan, atau pemanfaatan
aset.

Penetapan timeline

Inventarisasi, penghapusan, atau
pemanfaatan aset dilaporkan
tepat waktu dan sesuai kondisi
real

Beban administrasi tinggi

Pemetaan uraian tugas dan fungsi

Aset hilang, rusak, atau
disalahgunakan.

Monitoring dan pengecekan berkala

Kesalahan dalam penafsiran
harga aset yang akan dilelang

Melakukan cross check pada situs
lelang.go.id djkn

Penataan ruang pelayanan
publik tidak sesuai
dengan standar

Memanfaatkan ruangan yang ada

Bangunan tua berpotensi ambruk
atau roboh

Pengecekan berkala dan pengusulan
rencana pembangunan

Gratifikasi saat pemilihan
penyedia barang dan jasa

1. Peningkatan integritas pegawai
2. Mempersempit celah terjadinya
gratifikasi dengan pengawasan berlapis

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Beban administrasi sesuai
dengan standar

Aset terjaga dengan baik

Penafsiran harga aset yang tepat
sesuai ketentuan

Penataan ruang pelayanan publik
sesuai standar

Renovasi bangunan kantor

Pemilihan penyedia barang dan
jasa bersih dari gratifikasi

Teknologi Informasi dan Kom

unikasi Publik

Peretasan Situs Web & Media
Sosial

Penggantian password media sosial
secara berkala

Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum

Situs web & media sosial bebas
dari peretasan
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Kamera dan perlengkapan
peliputan pendukung lainnya
belum memadai

Memaksimalkan sarana dan prasarana
yang ada

Kamera dan perlengkapan
peliputan pendukung memadai

Disinformasi publik

Meneliti dan mengoreksi bahan
pemberitaan atau editorial

Informasi publik yang akurat

Pelanggaran Hak Cipta & Privasi

Pemilihan bahan konten yang lebih
selektif dan menggunakan fitur konten
yang premium (berbayar)

Tidak terjadi pelanggaran hak
cipta & privasi

Kegagalan manajemen krisis
komunikasi

1. Melaksanakan upaya preventif dan
deteksi dini

2. Melakukan sosialisasi terkait
penanganan atau respon terhadap krisis
pemberitaan

Manajemen krisis komunikasi
berjalan dengan baik

Layanan informasi tidak terpadu
satu pintu

Memaksimalkan pemanfaatan sosial
media

Layanan informasi terpadu satu
pintu

Layanan pengaduan belum
dikelola secara maksimal

Memaksimalkan pemanfaatan teknologi
untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi

Layanan pengaduan terkelola
secara maksimal
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